DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

Ali, Achmad. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicial Prudence), Jakarta : Prenada Media Group.

Ali, Mahrus, 2016. Hukum Pidana Korupsi. Yogyakarta: Ull Press.
.2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika
Ali, Zainuddin. 2016. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Amirudin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.

Anwary, S. 2012. Perang Melawan Korupsi di Indonesia, Jakarta: Institute of Socio-
Economics and Political Studies.

Arief, Barda Nawawi. 2002. Perbandingan Hukum Pidana, Cet. 1 Jakarta: Raja
Grafindo Persada.

. 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya

Bakti.
Ashshofa, Burhan. 1996. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta

Bakhri, Syaiful. 2012. Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan, Depok:
Gramata Publishing.

Chazawi, Adami. 2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia,
Malang: Bayumedia.

. 2008. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung: PT.

Alumni.

. 2016. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia Edisi Revisi, Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.

Djaja, Ermansjah. 2010. Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Tujuh Tipe
Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 1999 jo No. 20 Tahun
2001. Bandung: CV. Mandar Maju

Fahrojih, Ikhwan. 2016. Hukum Acara Pidana Korupsi, Malang: Setara Press



Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Friedman, Lawrence M. 2012. Sistem Hukum: Perspektif IImu Sosial (The Legal
System: A Social Science Perspective). Bandung: Nusa Media.

Hadikusuma, Hilman. 2013. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi llmu
Hukum Edisi Revisi, Bandung: PT. Mandar Maju.

Hamzah, Andi. 2004. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika

.2013. Hukum Acara Pidana Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika

.2003. Perkembangan Pidana Khusus. Jakarta: Rineka Cipta.

Handayani, Tri Astuti. 2008. Hukum Acara Pidana Suatu Orientasi Wewenang
Pengadilan Untuk Mengadili, Bandung: Nusamedia

Harahap, M. Yahya, 2016. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,
Jakarta: Sinar Grafika

Hartanti, Evi. 2003. Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, Eddy O.S. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta: Erlangga.

Korupsi, Komisi Pemberantasan. 2014. Buku Saku Memahami Gratifikasi, Jakarta:
KPK

2015. Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Jakarta: KPK.

Kristiana, Yudi. 2016. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum
Progresif, Yogyakarta: Thafa Media.

Makarao, Muhammad Taufik dan Suharsil, 2004. Hukum Acara Pidana dalam Teori
dan Praktek, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Marpaung, Leden, 2009. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan &
Penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua, Jakarta:Sinar Grafika

Mas, Marwan. 2014. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bogor: Ghalia
Indonesia.

Mertokusumo, Sudikno. 2013. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.



Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta

Muladi, 2002. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit
UNDIP.

Mulyadi, Lilik. 2012. Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoritis dan Praktik),
Bandung: PT. Alumni.

Najih, Mokhammad. 2008, Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi Implementasi
Hukum Pidana sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Tujuan Negara, Malang:
In-Trans Publishing

Pendidikan Nasional, Departemen. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:
Balai Pustaka.

Prinst, Darwan. 2002. Hukum Acara Pidana Dalam Praktek. Jakarta: Djambatan.

Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik
Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), Jakarta: Mandar Maju.

Saebani, Beni Ahmad. 2008. Metode Penelitian Hukum. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Simanjuntak, Nikolas, 2009. Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Jakarta:
Ghalia Indonesia

Simorangkir, J.C.T. 2009. Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Soekanto, Soerjono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar, Bandung: Rajawali Press.

. 2007. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

.2010. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul-Pres.

Soewadji, Jusuf. 2012. Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta: Mitra Wacana
Media.

Sumantri, I. 1996. Pembahasan Perkembangan Nasional Tentang Hukum Acara
Pidana (Badan Pembinaan Nasional). Jakarta: Sinar Grafika.

Sunarso, Siswanto. 2011. Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi
Hukum Cet. IV, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sunggu, Tumbur Ompu. 2012. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam
Penegakan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Total Media



Sumaryanto, Djoko. 2009. Pembalikan Beban Pembuktian. (Jakarta: Prestasi Pustaka.

Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2010. Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk
Mencegah, Jakarta: Sinar Grafika.

Supeno, Hadi. 2009, Korupsi di Daerah Kesaksian, Pengalaman, dan Pengakuan,
Yogyakarta: Total Media

Susilo, R. 1981. Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana (Sistem Tanya Jawab).
Bandung: Politeia.

Syamsuddin, Aziz. 2011. Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika

Waluyo, Bambang. 2016. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan
Optimalisasi), Jakarta: Sinar Grafika

Wiyono, R. 2006. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(ASN)

, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP)

, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP)



Jurnal llmiah:

Dahlan, 2015, “Distorsi Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut
Sistem Pembuktian”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 10(1)

Irfan, M. Nurul. 2014. “Gratifikasi di Mahkamah Konstitusi dan Wacana Hukuman
Mati”, Jurnal Hukum Madania, 18(2)

Latifah, Marfuatul. 2010, “Kendala Penerapan Beban Pembuktian Terbalik dalam
Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Jurnal Negara Hukum, 1(1)

Muliawan, Anatoni dan Carli Caniago. 2010. Efektifitas Pembalikan Beban
Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi”, Jurnal Lex Jurnalica, 7(2).

Andi Mulyono, 2016.“Pengaruh Aspek Kultur Hukum Terhadap Perkembangan
Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia”, Jurnal Jurisprudence, 3(2).

Santoso, Topo. 2013, “Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi di Indonesia”, Jurnal
Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September 2013.

Link internet:
Haris Fadhil, KPK Terapkan Pembuktian Terbalik Untuk Gratifikasi Zumi Zola,

(online) diakses melalui C:\Users\Hp\Downloads\KPK Terapkan Pembuktian
Terbalik untuk Gratifikasi Zumi Zola.html pada 18 November 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (online) diakses melalui
https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/asas.html pada 20 Januari 2019

Mariah Gipty, Perkembangan Kasus Suap Zumi Zola Dituntut 8 Tahun Penjara
Hingga Denda 1 Miliar (online) diakses melalui C:\Users\Hp\Downloads\
Perkembangan Kasus Suap Zumi Zola Dituntut 8 Tahun Penjara Hingga Denda
1 Miliar.html pada tanggal 18 November 2018

Pringatan Harkodia, Indeks Persepsi Korupsi Membaik, Jokowi Keluarkan Perpres
No. 54 Agar Lebih Baik, (online) diakses melalui
https://www.google.com/amp/m.tribunnews.com/amp/nasional/2018/12/05/ind
eks-persepsi-korupsi-indonesia-membaik-jokowi-keluarkan-perpres-54-agar-
lebih-baik pada 20 Januari 2019



https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/asas.html%20pada%2020%20Januari%202019
https://www.google.com/amp/m.tribunnews.com/amp/nasional/2018/12/05/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-membaik-jokowi-keluarkan-perpres-54-agar-lebih-baik
https://www.google.com/amp/m.tribunnews.com/amp/nasional/2018/12/05/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-membaik-jokowi-keluarkan-perpres-54-agar-lebih-baik
https://www.google.com/amp/m.tribunnews.com/amp/nasional/2018/12/05/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-membaik-jokowi-keluarkan-perpres-54-agar-lebih-baik

